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ABSTRAK

Dewina Marini, 1762002106

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU
(PKT) DALAM PEMBINAAN POTENSI KETERAMPILAN DAN
KEMANDIRIAN BERUSAHA PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN
SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) adalah salah satu
program unggulan yang menjadi salah satu janji Gubernur dan Wakil Gubernur
terpilih pada masa kampanye, dahulu dikenal dengan istilah One Kecamatan One
Corporate Entrepreneurship atau yang lebih familiar dengan akronim OK OCE.
Pada tataran praktisnya, masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan
pelaksanaan program ini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman
secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk
penelitian generalisasi., dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana
implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam pembinaan
potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pada masyarakat di Kecamatan
Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Pengembangan
Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam pembinaan potensi keterampilan dan
kemandirian berusaha pada masyarakat di Kecamatan Setiabudi sudah berjalan
dengan baik. Berdasarkan aspek penelitian pencapaian tujuan, implementasi
Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam pembinaan potensi
keterampilan dan kemandirian berusaha pada masyarakat di Kecamatan Setiabudi
telah memberikan manfaat dan dampak yang signifikan terhadap peserta, namun
masih terdapat kekurangan yaitu belum adanya peserta yang dapat menyelesaikan
tahapan program PKT, tidak adanya jadwal atau tenggat waktu yang jelas di setiap
tahapan program PKT, rendahnya minat peserta untuk menyelesaikan seluruh
tahapan program PKT. Sementara itu berdasarkan aspek yang lain, tingkat
implementability dari implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT)
dalam pembinaan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pada masyarakat
di Kecamatan Setiabudi cukup baik, namun terdapat kekurangan yaitu tidak adanya
struktur organisasi dan kelembagaan pada program PKT di Kecamatan Setiabudi,
tidak adanya koordinasi dan pembagian tugas setiap SKPD yang terlibat, belum
tercapainya target PKT, dan sumberdaya terutama SDM pendampingan wirausaha
yang belum memadai. Adapun saran penelitian adalah membentuk struktur
organisasi kelembagaan program PKT di Kecamatan Setiabudi, menentukan
pembagian tugas dan fungsi serta pola koordinasi setiap SKPD yang terlibat,
membuat jadwal yang jelas pada setiap tahapan program PKT mulai dari P1 sampai
dengan P7, meningkatkan sosialisasi program PKT kepada masyarakat di
Kecamatan Setiabudi.
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ABSTRACT

Dewina Marini, 1762002106

IMPLEMENTATION OF INTEGRATED ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT (PKT) IN THE DEVELOPMENT OF SKILLS AND
INDEPENDENCE ON BUSINESS IN SETIABUDI DISTRICT SOUTH
JAKARTACITY

The Integrated Entrepreneurship Development Program (PKT) is one of
the flagship programs that has become one of the promises of the Governor and
Vice Governor elected during the campaign period, formerly known as One
Kecamatan One Corporate Entrepreneurship or more familiar with the OK OCE
acronym. At the practical level, there are still a number of problems during in the
practice of this program.

This research is a descriptive study with a qualitative approach which is a
method that emphasizes the aspect of in-depth understanding of a problem rather
than looking at the problem for generalization research, with the aim of knowing
the extent of the implementation of Integrated Entrepreneurship Development
(PKT) in fostering the potential skills and independence of trying to community in
Setiabudi District, South Jakarta City Administration.

The results of this study are that the implementation of Integrated
Entrepreneurship Development (PKT) in fostering the potential of business skills
and independence in the community in the Setiabudi District has been going well.
Based on the research aspects of achieving goals, the implementation of Integrated
Entrepreneurship Development (PKT) in fostering the potential of business skills
and independence in the community in the District of Setiabudi has provided
significant benefits and impacts on participants, but there are still shortcomings
namely there are no participants who can complete the stages of the PKT program,
there is no clear timetable or deadline at each stage of the CCP program, there is
a lack of interest in participants to complete all stages of the CCP program.
Meanwhile based on other aspects, the level of implementability of the Integrated
Entrepreneurship Development (PKT) implementation in fostering the potential of
business skills and independence in the Setiabudi District is quite good, but there
is a drawback that is the lack of organizational and institutional structure in the
PKT program in the Setiabudi District, not there is coordination and division of
tasks for each SKPD involved, PKT targets have not been achieved, and inadequate
human resources especially entrepreneurial assistance. The research suggestion is
to establish the organizational structure of the PKT program in the Setiabudi
District, determine the division of tasks and functions as well as the coordination
pattern of each SKPD involved, make a clear schedule at each stage of the PKT
program from P1 to P7, increase the socialization of the PKT program to the
community at Setiabudi District.
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BAB |
PERMASALAHAN PENELITIAN
A. Latar Belakang Permasalahan

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia memiliki
berbagai tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang salah satu
fungsinya sebagai penggerak roda perekonomian rakyat. Berbagai Sektor kegiatan
seperti, industri perkantoran, perdagangan dan perumahan semakin mudah ditemui
di Provinsi DKI Jakarta.

Sehubungan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
perkoperasian, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan di Wilayah Provinsi
DKI Jakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menugaskan Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUKMP) Provinsi DKI Jakarta untuk
melaksanakan pelayanan, pembinaan, perlindungan dan pengembangan koperasi,
usaha kecil dan menengah serta perdagangan di Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta,
termasuk mewujudkan salah satu misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta yaitu
menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya
lapangan Kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya
keadilan sosial. Percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan
berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang, serta upaya penanggulangan
kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat serta mendayagunakan potensi ekonomi kota Jakarta.



Dalam mewujudkan misi tersebut diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi
DKI Jakarta melakukan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di
6 (enam) wilayah kota/kab, yang juga telah tertuang dalam Peraturan Gubernur
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 tahun 2018 tentang
Pengembangan Kewirausahaan Terpadu sebagai dasar hukum penggantian
program OK OCE berganti menjadi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT)
adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi
ketrampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah
Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) adalah orang
perseorangan atau kelompok orang yang telah memenuhi persyaratan dan berhak
mengikuti program tersebut. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) adalah
perubahan ataupun dari Program OK OCE yang merupakan salah satu program atau
janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta terpilih Anies
— Sandi Periode 2017 — 2022.

Program tersebut mengacu pada dasar hukum program — program
pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
kewajiban daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja



Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), serta Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta terpilin Anies —

Sandi Periode 2018 — 2023 adalah “ Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang

warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan

bagi semua”. Ada 5 (lima) misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI

Jakarta. Program OK OCE masuk dalam 2 (dua) misi yaitu pada misi ke 1 (satu)

dan misi ke 2 (dua) yaitu :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan
memperkuat nilai-nilai keluarga yang memberikan ruang kreativitas melalui
kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan, dan memanusiakan.

2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui
terciptanya lapangan kerja, kestabilan, dan keterjangkauan kebutuhan pokok,
meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur,
kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

Selain dari itu, Program OKE OCE adalah salah satu dari 3 (tiga) Program

100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang menjadi

prioritas, dalam hal ini Program OK OCE terdapat pada prioritas program yang ke

2 (dua) yaitu fokus pada langkah-langkah awal dalam memenuhi program kerja

prioritas dalam 3 bidang. Program OK OCE termasuk kedalam bidang pertama

yaitu “Lapangan kerja, untuk menciptakan wirausahawan baru dan menciptakan

lapangan kerja”.



Dalam menjalankan program pemerintahan, saat ini terdapat 23 (dua puluh
tiga) janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Program OK
OCE berada pada point ke 3 (tiga) yaitu “membuka 200.000 lapangan kerja baru,
membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga untuk
menghasilkan 200.000 pewirausaha baru, selama lima tahun. Program OK OCE
adalah sebuah gerakan ekonomi kerakyatan berbasis teknologi informasi untuk
menciptakan lapangan kerja baru. Berbasis kewirausahaan dengan konsep ekonomi
berbagi (sharing economy) yang dijalankan dengan ekosistem yang melibatkan
empat unsur yaitu masyarakat, komunitas, swasta dan pemerintah. Pelatihan Dasar
OK OCE dilaksanakan di semua tingkat kecamatan se Wilayah Provinsi DKI
Jakarta. Bertemakan : “One Kecamatan, One Centre For Entrepreneurship Mikro
— Kecil dan Kecil — Menengah”.

Adapun yang menjadi dasar hukum Program OK OCE adalah Instruksi
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Pengembangan Kewirausahaan. Kemudian pada tanggal 9 Oktober
2018 ditingkatkan menjadi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 102 tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
sebagai dasar hukum penggantian program OK OCE berganti menjadi
Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT).

Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) adalah rangkaian kegiatan
yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian

berusaha dengan cara kolaboratif antara pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta,



dunia usaha, dan masyarakat. Adapun tujuan Program Kewirausahaan Terpadu

(PKT), antara lain :

1. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan
berwirausaha

2. Menciptakan lapangan pekerjaan baru

3. Menumbuh kembangkan potensi kewirausahaan di Provinsi DKI Jakarta

4. Mendorong dan memfasilitasi penciptaan wirausaha di masyarakat

5. Meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumber daya manusia sebagai
wirausaha di daerah melalui pemanfaatan teknologi dan sumberdaya lokal agar
memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi daerah

6. Meningkatnya jumlah wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh, dan
handal

7. Mengembangkan dan meningkatkan jumlah serta skala usaha produktif baik
yang dikelola perorangan maupun kelompok dalam bentuk koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil Menengah (IKM).

8. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) serta Industri Kecil Menengah (IKM) dalam menopang pertumbuhan
dan pemerataan ekonomi

9. Mengarahkan kebijakan dan dukungan Pemerintah Daerah serta para pemangku
kepentingan untuk mewujudkan kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di daerah.



Dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi leading sector
dalam pelaksanaan dan terkait dengan 9 (sembilan) tujuan tersebut di Wilayah Kota
Administrasi Jakarta Selatan yaitu pada Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selanjutnya pada setiap kecamatan Provinsi DKI Jakarta ditempatkan

Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Usaha Kecil dan Menengah Pengembangan

Kewirausahaan Terpadu (PKT). Adapun yang menjadi target dan kelompok sasaran

Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), yaitu :

1. Pencari kerja yang diperuntukan bagi orang perseorangan atau kelompok orang
yang membutuhkan dan belum mendapatkan pekerjaan. Target Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun
2018 sampai dengan Tahun 2022 untuk mendapatkan pekerjaan sebanyak
200.000 orang.

2. Wirausaha pemula diperuntukan bagi orang perseorangan atau kelompok orang
berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) dan berkebutuhan khusus yang ingin
memulai usaha melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha
Bersama (KUBE). Target yang tertera pada Peraturan Gubernur Nomor 102
Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) sampai
dengan Tahun 2020 minimal mencapai sebanyak 200.000 wirausaha baru.

3. Wirausaha naik kelas merupakan wirausaha mikro termasuk Pedagang Kaki
Lima (PKL) yang ingin meningkatkan skala usahanya menjadi wirausaha kecil.

Wirausaha kecil yang ingin meningkatkan skala usahanya menjadi wirausaha



menengah, dan wirausaha menengah yang ingin meningkatkan skala usahanya

menjadi wirausaha besar.

Terkait dengan kebijakan dan peraturan Program Pengembangan
Kewirausahaan Terpadu (PKT), berikut disajikan alur kebijakan dan peraturan

sebagaimana yang tertera pada Gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1

Kebijakan/Peraturan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT)

Peraturan Gubemur
No.102
Tahun2018ttg

Kelompok Sasaran: .

W =
e KERA
h - Orang perseorangan yang ingin
a memulai usaha
e

Target Wirausaha /_lj

Tahun 2018 = 10.000

Sumber : Kasatpel Sudin KUKMP Kecamatan Setiabudi



Adapun terkait dengan alur proses pendampingan Program Pengembangan

Kewirausahaan Terpadu (PKT) dapat dijelaskan sebagaimana tersaji pada Gambar

2 seperti di bawah ini:

Gambar 2

7 (Tujuh) Proses Pendampingan PKT

P1:

P2:

P3:

P4 :

P5:

P6 :

P7 :

4_-‘—-_-____\
Orang perseorangan yang

ingin memulai usaha

Pencari

Kerja

Wirausaha

PENDAETARAN

PEUATIHAR
PENDAMPINGAN

PERIZINAN

PEMASARAN

PELAPORARN
KELUDANGAN

PERMODALAN

Sumber : Satpel Sudin KUKMP Kecamatan Setiabudi

Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, tepatnya di wilayah

Kecamatan Setiabudi ditugaskan kepada Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel)



Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan Setiabudi dalam pelaksanaan
Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Adapun dalam
penyelenggarannya, terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang terlibat dengan penyelenggara Pengembangan Kewirausahaan Terpadu

(PKT), yaitu :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, serta perdagangan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perindustrian.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang sosial

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait penyelenggaraan
Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT)

Selanjutnya sebagai data awal, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan

Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) telah diselenggarakan



oleh instansi-instansi terkait, berikut ini disajikan data jumlah kepeserataan

Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) sebagaiaman tertuang

pada Tabel 1 sebagai berikut:

KELURAHAN

SETIABUDI

KARET

KARET KUNINGAN
KARET SEMANGGI
KUNINGAN TIMUR

GUNTUR

N

PASAR MANGGIS

MENTENG ATAS

JUMLAH
KESELURUHAN

Sumber : Data Kasatpel UKM Kecamatan Setiabudi

Target peserta PKT untuk wilayah Kecamatan Setiabudi

JUMLAH PESERTA

21
48

56

16
72

79

308

2 23
26 74
49 105
4 8

7 19
6 22
29 101
15 94
138 446

Tabel 1

23
74

105

19
22
101

94

446

Tahun 2019

5 1 (0] (0] 0

10

29

25

21

97

4

16

10

10

54

2

N O O O O »©

7

24

10

15

57

Peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT)

Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan

0

o O O o o o

0

0

o

o O o o

Kota

Administrasi Jakarta Selatan tahun 2019 sebanyak 800 orang, yang dimana peserta

minimum sudah mengikuti langkah dari P1 sampai dengan P5, dengan rincian

sebagai berikut :
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1. Peserta yang sudah mendaftar sampai dengan 31 Juni 2019 sebanyak 446 orang
terdiri dari sebanyak 308 Non JS (Non Lokasi Sementara) dan sebanyak 138
orang JS (Lokasi Sementara).

2. Target peserta yang sudah mengikuti P5 sebanyak 57 orang. Namun pada
penerapannya peserta yang sudah mengikuti P5, belum semua mengikuti P4.

Hal tersebut dikarenakan masih ada peserta PKT yang belum mau
mengurus perizinan usahanya, namun mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta dalam promosi dan menjual produk usahanya. Berdasarkan

pengamatan sementara pada pelaksanaan pendampingan Pengembangan

Kewirausahaan Terpadu (PKT), ditemukan beberapa permasalahan , antara lain :

1. Minat warga masih rendah untuk mengikuti program Pengembangan
Kewirausahaan Terpadu (PKT) karena merasa sudah cukup untuk usaha yang
telah dijalani.

2. Kurangnya sosialisasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dari
pihak Kelurahan ke RT/RW, oleh karena itu banyak warga yang tidak
mengetahui adanya program PKT.

3. Bamyak warga yang mendaftar Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT),
semata mata hanya untuk meminta tempat usaha Lokasi sementara (Loksem),
sedangkan untuk Loksem tersebut ada sebelum PKT yang juga binaan Sudin
UKM dan Loksem tempatnya terbatas.

4. Kurang aktifnya peserta PKT yang telah mengikuti pelatihan untuk melanjutkan
tahap selanjutnya, sehingga belum ada peserta yang dapat menyelesaikan

tahapan dari P1 sampai dengan P7.
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5. Minat warga atau para peserta PKT untuk mengikut bazar yang diselenggarakan
dan difasilitasi oleh pihak Kecamatan Setiabudi masih rendah, hal ini
berdasarkan pengamatan bahwa peserta bazar adalah orang yang sama di setiap
gelaran bazar Kecamatan Setiabudi.

6. Kondisi tata ruang sebagian besar wilayah Kecamatan Setiabudi adalah
lingkungan perkantoran dan mayoritas penduduknya ber KTP diluar Kecamatan
Setiabudi, sehingga menyulitkan SKPD terkait untuk menjaring peserta PKT.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, dapat diketahui masih
terdapat pemasalahan dalam pelaksanaan atau implementasi Pengembangan

Kewirausahaan Terpadu (PKT), dan mengingat bahwa program PKT yang

merupakan lanjutan dari program OKE OCE adalah salah satu program unggulan

atau janji kampanye yang sering digaungkan oleh pasangan Gubernur Provinsi DKI

Jakarta, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi

Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam pembinaan potensi

keterampilan dan kemandirian berusaha pada masyarakat di Kecamatan Setiabudi

Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya penelitian ini akan dituangkan

melalui judul penelitian “Implementasi Pengembangan Kewirausahaan

Terpadu (PKT) dalam Pembinaan Potensi Keterampilan dan Kemandirian

Berusaha Pada Masyarakat di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi

Jakarta Selatan”.
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B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi fokus
permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah Implementasi
Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam Pembinaan Potensi
Keterampilan dan Kemandirian Berusaha Pada Masyarakat di Kecamatan

Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan ?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana
implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam Pembinaan
Potensi Keterampilan dan Kemandirian Berusaha Pada Masyarakat di Kecamatan
Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Akademik
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk
memperkaya ilmu pembangunan daerah melalui dalam hal ini terkait dengan teori
kebijakan dan implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam
Pembinaan Potensi Keterampilan dan Kemandirian Berusaha Pada Masyarakat di

Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.
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2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta, dalam Pembinaan Potensi Keterampilan dan Kemandirian
Berusaha Pada Masyarakat di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta

Selatan.

14



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi

Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam pembinaan potensi

keterampilan dan kemandirian berusaha pada masyarakat di Kecamatan Setiabudi

Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi

berdasarkan temuan penelitian masih terdapat beberapa hal yang belum berjalan

secara optimal. Adapun kesimpulan secara rinci dijabarkan lebih lanjut sebagai
berikut:

1) Ditinjau berdasarkan Aspek Pencapaian Tujuan melalui Sub Aspek Proses
Sesuai Prosedur dan Sub Aspek Dampak dan Manfaat Terhadap Peserta, maka
dapat disimpulkan bahwa implementasinya secara umum sudah baik. Hal ini
karena implementasi program tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang
diatur dalam Pergub DKI Jakarta 102 Tahun 2018 tentang Pengembangan
Kewirausahaan Terpadu, dan program tersebut memberikan dampak dan
manfaat yang positif kepada pesertanya sehingga dapat merubah para peserta
ke arah yang lebih baik setelah mengikuti program tersebut. Namun ada
beberapa hal yang belum terlaksana dengan optimal antara lain:

a) Tidak terdapat jadwal jelas seperti waktu, tempat dan lain-lain pada setiap
tahapan P1 sampai dengan P7, setiap rangkaian kegiatan tahapan program

PKT di Kecamatan Setiabudi berjalan begitu saja tanpa adanya
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b)

d)

f)

penjadwalan pada setiap tahapan-tahapan tersebut, sehingga sulit untuk
mengukur capaian target program tersebut dan keikutsertaan para peserta
menjadi tidak pasti.

Jumlah keikutsertaan masyarakat semakin menurun pada setiap
tahapannya, terlebih lagi baru ada 2 orang yang dapat menyelesaikan
semua tahapan sampai dengan tahapan terakhir atau P7 yaitu mendapatkan
bantuan permodalan dari lembangan keuangan perbankan.

Tidak adanya kurikulum yang jelas yang menjadi acuan atau pedoman
pemberian materi ajar atau kelas pelatihan tentang kewirausahaan. Para
peserta menginginkan pemberian materi pengajaran yang lebih banyak
praktek dibandingkan teori.

Masih minimnya lembaga keuangan yang dapat diakses oleh peserta PKT
untuk mendapatkan bantuan permodalan usaha dan persyaratan untuk
mendapatkan bantuan permodalan pun dirasakan masih rumit, tidak ada
perlakuan khusus dari lembaga keuangan untuk para peserta PKT sehingga
lebih dipermudah untuk mendapatkan bantuan permodalan tersebut.
Masih minimnya akses dan sarana pemasaran yang diberikan oleh para
penyelenggara kepada para peserta PKT di Kecamatan Setiabudi, sehingga
para peserta PKT terutama para wirausahawan pemula mengalami
kesulitan dalam memasarkan produk yang mereka buat.

Masih banyak warga yang belum mengetahui informasi mengenai
program ini akibat dari minimnya penyelenggaraan sosialisasi dari

penyelenggara program PKT di Kecamatan Setiabudi.
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2)

9)

Para penyelenggara program PKT tidak memiliki tempat yang tetap dalam
menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan terhadap peserta PKT,
sehingga sulit untuk menentukan jadwal yang tetap terkait dengan program

pelatihan dan pembinaan tersebut.

Ditinjau berdasarkan Aspek Tingkat Implementability melalui Sub Aspek

Content of Policy dan Sub Aspek Context of Policy, maka dapat disimpulkan

bahwa implementasinya secara umum sudah baik. Hal ini karena pada program

tersebut sudah memiliki target sasaran yang jelas, sumberdaya pendukung yang

memadai, dan kompetensi pelaksana yang baik. Namun pada program tersebut

terdapat beberapa hal yang belum optimal antara lain:

a)

b)

belum tersusunnya struktur kelembagaan atau susunan organisasi antar
unit SKPD, sehingga menyebabkan munculnya ego sektoral, pembagian
tugas menjadi tidak jelas, tumpang tindih pekerjaan dan tanggung jawab,
serta persaingan mendapatkan peserta dalam rangka pencapaian target
masing-masing unit SKPD.

Jumlah tenaga pendamping dirasakan belum memadai. Saat ini jumlah
tenaga pendamping hanya berjumlah 4 orang, sementara wilayah yang
harus didampinginya sebanyak 8 kelurahan. Idealnya jumlah tenaga
pendamping 2 orang di setiap kelurahan, agar proses pendampingan yang

merupakan tahapan yang cukup krusial dapat berjalan lebih optimal.
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B. SARAN
Untuk perbaikan implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu

(PKT) dalam pembinaan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pada

masyarakat di Kecamatan Setiabudi disarankan sebagai berikut:

1. Seksi Dinas KUKMP Kecamatan Setiabudi agar menyusun kurikulum pelatihan
dan pembinaan yang lebih jelas, misalmya menambahkan pelatihan dan
pembinaan yang difokuskan untuk meningkatkan motivasi dan mental para
peserta PKT untuk menyelesaikan keseluruhan tahapan dalam program tersebut
agar dapat menjadi wirausaha yang handal, serta memperbanyak porsi pelatihan
dan pembinaan yang bersifat praktek dibandingkan dengan pelatihan yang
bersifat teoritis.

2. Camat Setiabudi agar dapat membentuk sususan organisasi atau struktur
kelembagaan Tim Pengembangan Kewirausahan Terpadu (PKT) Kecamatan
Setiabudi sehingga akan menjadi lebih jelas tanggungjawab, pembagian tugas,
koordinasi dan lain-lainya antar unit SKPD yang terkait dengan program ini.

3. Seksi Dinas KUKMP Kecamatan Setiabudi agar merubah sistem kepesertaan
program dengan sistem gelombang atau angkatan, menyusun jadwal atau
rundown setiap tahapan yang jelas agar memastikan keikursertaan para peserta
dari tahap awal sampai akhir, dan memudahkan sebagai tolak ukur penilaian
setiap lulusan peserta program PKT.

4. Seksi Dinas KUKMP Kecamatan Setiabudi mengusulkan kepada Suku Dinas

KUKMP Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk menambah jumlah tenaga
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pengajar dan pendamping agar lebih memadai, agar setiap kelurahan minimal
memiliki 2 orang pendamping.

. Seksi Dinas KUKMP Kecamatan Setiabudi mengusulkan kepada Dinas
KUKMP Propinsi DKI Jakarta untuk memperbanyak akses dan sarana
pemasaran produk para peserta PKT seperti memperbanyak program bazar,
pasar warga, popup market, menambah area lokasi binaan dan lokasi sementara,
dan mendirikan PKT Mart yaitu jaringan toko waralaba yang dapat menampung
dan memasarkan produk-produk para peserta program PKT.

. Seksi Dinas KUKMP Kecamatan Setiabudi mengusulkan kepada Dinas
KUKMP Propinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan dan memperbanyak
kerjasama dengan lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank dan
memberikan instentif kepada lembaga keuangan tersebut agar mau
mempermudah persyaratan bantuan permodalan usaha khusus kepada para
peserta PKT, agar peserta mendapatkan lebih banyak mendapatkan akses dan
kemudahan dalam mendapatkan bantuan permodalan usaha.

. Perangkat Pemerintah Kelurahan agar lebih meningkatkan sosialisasi program
PKT di setiap masing-masing kelurahan, sehingga warga lebih mengetahui
mengenai keunggulan program ini, sosialisasi bisa dilakukan pada pertemuan
dengan warga, peremajaan RT dan RW, kunjungan Pemberantasan Sarang

Nyamuk (PSN).
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Keputusan Presiden Republik Indonesia N0.56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi
Kredit Usaha Kecil

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan
Usaha Menengah

Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan
Usaha Milik Negara dan Program Bina Lingkungan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang kewajiban daerah dalam
penyusunan RPJPD, RPJIMD dan Renstra SKPD, renja SKPD, serta RKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang kewajiban daerah dalam
penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, renja SKPD, serta RKPD

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang rencasna Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2017 — 2022.

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL

Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Tahapan dan Tata cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah/UKPD.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 102 Tahun 2018 tentang Pengembangan
Kewirausahaan Terpadu (PKT)

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pemberian
Izin Usaha Mikro dan Kecil yaitu Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya
disingkat PUMK adalah orang perorangan atau badan usaha perorangan yang
melakukan usaha mikro dan kecil di lokasi yang diizinkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur No. 152 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengembangan
Kewirausahaan.
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